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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tam;n 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangké@%aerah
Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut ;11engenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2016 Nomecr 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Gorontalo.

Bupati adalah Bupati Gorontalo.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo.
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(2)

3)

(1)

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Gorontalo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Gorontalo.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Gorontalo.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB 1I
KEDUDUKAN

Pasal 2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
merupakan unsur staf.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin
oleh Kepala Dinas.
Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Bidang Bina Marga, membawahkan:

1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan

Jalan; dan
2. Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan

Jembatan.
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d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Seksi Perlindungan dan Pendayagunaan Sumber
Daya Air; dan
2. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Sumber Daya
Air.
e. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahkan:
1. Seksi Cipta Karya; dan
2. Seksi Tata Ruang.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB 1V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya,
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
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C. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas
kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6
Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan
dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola
administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin,
aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas, serta

melaksnakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas
kedinasan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data
dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan
keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan
pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan
kepustakaan;

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan program; dan

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan

fungsi kedinasan.
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Pasal 8
Sekretariat, membawahkan:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengelola,
menyusun, dan mengendalikan rencana program
kegiatan Dinas, serta  melaksanakan  tugas-tugas
lainnya sesuai tugas kedinasan.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka

belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan gaji,
pembukuan, urusan kas, pengelolaan aset, serta
melaksanakan  tugas-tugas lainnya sesuai tugas
kedinasan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi Dinas yang
meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan,
melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan
dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan
pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat

pungut perlengkapan Dinas lainnya dan kesejahteraan

pegawai, statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, cuti,
kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan
jabatan fungsional, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi

kedinasan.
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Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian

urusan Dinas di Bidang Bina Marga, serta melaksanakan

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a.
b.

C.

o

penyusunan program kerja di Bidang Bina Marga;
penyusunan langkah operasional di Bidang Bina Marga;
penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
seluruh peraturan perundang-undangan di Bidang Bina
Marga;

pengaturan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan
pembinaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan beserta simpul-
simpulnya,;

pelaksanaan identifikasi serta inventaris di Bidang Bina
Marga;

pengaturan pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan
pembinaan Kkegiatan pembangunan, peningkatan, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan beserta simpul-
simpulnya;

pelaksanaan pemberian perizinan di Bidang Bina Marga;
pengaturan status, kelas dan fungsi jalan;
penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai
bidang tugasnya bersama pejabat dan instansi terkait;
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pemecahan masalah di bidang tugasnya,;

pengaturan, pengendalian pengawasan dan pemberian

penilain Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
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pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengawasan dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya,;
penyampafan saran, usul dan pertimbangan kepada
atasan baik secara lisan ataupun tertulis sesuai bidang
tugasnya; dan

pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas
kedinasan.

Pasal 12

Bidang Bina Marga, membawahkan:

a.
b.

Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jalan;dan

Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jembatan

Pasal 13

Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan Jalan
mempunyai tugas menyusun perencananaan, mengatur,
mengelola, mengendalikan pembinaan dan pengawasan
pembangunan, meningkatkan dan memelihara jalan serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan . tugas
kedinasan; dan

Seksi Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan
Jembatan mempunyai tugas menyusun perencananaan,
mengatur, mengelola, mengendalikan pembinaan dan
pengawasan pembangunan, meningkatkan dan
memelihara jembatan serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Pengelolaan
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Sumber Daya Air, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya

sesuai tugas kedinasan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai
fungsi:

a.

[N

peényusunan program kerja di Bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air (PSDA);

penyusunan langkah kegiatan operasional; )
penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
seluruh  peraturan perundang-undangan di Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA);

pengaturan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan
pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan
irigasi dan drainase, sungai, danau, rawa dan pantai;
pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan kegiatan operasi kualitas air permukaan,
pemeliharaan pengairan dan penanggulangan akibat
bencana alam;

pelaksanaan pengelolaan sumber daya air permukaan;
penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar
Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan
sarana pengairan, bendungan/Daerah  Aliran  Sungai
(DAS);

pelaksanaan penyusunan inventarisasi bangunan
pengairan;

pembinaan pengembangan dan peningkatan rehabilitasi
irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah dan jaringan
tersier;

pengelolaan perizinan air permukaan dan sumber air;
pengawasan penambangan bahan galian C pada alur

sungai;
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1. pelaksanaan identifikasi serta inventarisasi data di Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA); '

m. pelaksanaan  penyusunan/pelatihan  teknis Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA);

n. pengoordinasian kegiatan sesuai bidang tugasnya bersama
pejabat dan instansi terkait;

0. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan
pemecahan masalah di bidang tugasnya;

p. pelaksanaan, pengendalian evaluasi, pengawasan dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya; d o

q. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas
dan fungsi kedinasan.

Pasal 16
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
a. Seksi Perlindungan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan

b. Seksi Pengolahan dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Pasal 17
(1) Seksi Perlindungan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air
mempunyai tugas melaksanakan pengaturan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi,
pelaporan, pembinaan, perlindungan dan pendayagunaan

sumber daya air, melaksanakan sebagian tugas di Bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), menyusun
program Kkerja di Bidang Perlindungan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Air, melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang
tugasnya, menyusun langkah kegiatan operasional,
melaksanakan pembinaan pengembangan, peningkatan
dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil perdesaan, irigasi air
tanah dan jaringan tersier, melaksanakan pembinaan
pengendalian dan pengawasan kegiatan operasi kualitas air

perumahan, eksploitasi dan normalisasi sungai, danau,
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rawa, pantai dan penanggulangan bencana alam,
melaksanakan identifikasi serta inventarisasi jaringan
irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah dan jaringan
tersier, melaksanakan perencanaan penyediaan dan
pengaturan penggunaan air irigasi, menyelenggérakan
koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya bersama pejabat dan instansi terkait,
melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan
Bendung/Daerah Alisan Sungai (DAS) jaringan irigasi
dan drainase serta bangunan-bangunan pelengkapnya,
melaksanakan pengawasan penambangan bahan galian
golongan C pada alur sungai, melaksanakan perlindungan
pengamanan pemanfaatan dan pengendalian pencemaran
sumber air dan air baku, mengelola perizinan air
permukaan dan sumber air, serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya sesuai dengan tiigas kedinasan.

Seksi Pengolahan dan Pengembangan Sumber Daya Air
mempunyai tugas membantu melaksanakan pengaturan,
pengelolaan pembangunan peningkatan dan
pengembangan sumber daya air, jaringan irigasi, drainase
serta prasarana dan savara pengairan, melaksanakan
sebagian tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
(PSDA), menyusun program kerja di Bidang Sumber Daya
Air, mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang tugasnya, menyusun langkah kegiatan
operasional, melaksanakan pengendalian dan mengawasi
peningkatan jaringan irigasi dan drainase, mengatur
pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam,
mengendalikan dan mengawasi pembangunan serta
peningkatan danau dan pantai, melaksanakan
pengendalian pengawasan pembangunan dan peningkatan
Bendung/Daerah Aliran Sungai (DAS), melaksanakan
identifikasi serta inventarisasi bangunan pengairan,

melaksanakan pembinaan pengembangan, peningkatan
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dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis, semi teknis,
perdesaan dan air tanah, serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 18
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Cipta
Karya dan Tata Ruang, serta melaksanakan tugas-tugas

lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas keciptakaryaan;

b. penyusunan program Kerja;

c. penyusunan langkah kegiatan operasional,

d. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
keciptakaryaan;

€. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
keciptakaryaan;

f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan seluruh
peraturan perundang-undangan di Bidang Cipta Karya;,
dan

g. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas dan

kewenangan kedinasan.

Pasal 20
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahkan:
a. Seksi Cipta Karya; dan
b. Seksi Tata Ruang.
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Pasal 21

(1) Seksi Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan

(2)

dan mengawasi pelaksanaan seluruh ketentuan dan
peraturan berlaku di Bidang Perumahan dan Bangunan
Gedung, menyusun program kerja di Bidang Perumahan
dan Gedung, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan
pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengembangan,
rehabilitasi dan pemeliharaan di Bidang Perumahan dan
Bangunan Gedung, melaksanakan identifikasi dan
inventaris di Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung,
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan bidang tugasnya bersama pejabat dan instansi
terkait, melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi
teknis di Bidang Perumahan dan Bangunan Gedung, serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas
kedinasan.

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan
perencanaan dan penyusunan tata ruang, mengelola,
membina dan melaporkan, melaksanakan sebagian tugas
di Bidang Tata Ruang, menyusun program kerja di bidang
perencanaan dan penyusunan tata ruang, menyusun
langkah kegiatan operasional, melaksanakan identifikasi
penetapan dan perubahan fungsi ruang, melaksanakan
penelitian dan identifikasi kebutuhan penataan ruang
wilayah dan kawasan, melaksanakan koordinasi antar
kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang,
melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi yang
berkaitan dengan penyusunan tata ruang, melaksanakan
sosialisasi pada masyarakat umum di Bidang Perencanaan
dan Penyusunan Tata Ruang, menyelenggarakan
koordinasi dalam rangka penetapan peraturan daerah
menyangkut penyusunan perencanaan tata ruang,

melaksanakan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
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(1)

(2)

(3)

(1)
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kegiatan di bidang tugasnya, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-
masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
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(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula

kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat
berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 24
(1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan
Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing
baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan
perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
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(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional terbagi dalam berbagai kelompok tenaga
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Jumlah jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok
dan sub kelompok sesuai kebutuhan berdasarkan jenis
dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan
Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor
31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo (Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 52),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Nonom | SKPD,| A § SEKDA |WABUP

= (R AW AL



« 17

Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada_ tanggal 22 Desember 2016

NELSON P ALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

JAH U. TAYEB
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 35

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

At

EWI R. AANI, SH, MH.
NIP. 19780330 200312 2 003




\Nﬁ@qﬁzom_,. 2

€00 € ¢T€00C 0€€08L6T 'dIN
"HIN "mm\.ﬁz..wz o IMHd

.

CANMNH NVIDOVHE VIVdAA
eAUISE URUIES UBFUIp Tensag

B 1 1
_I adldn aldn —
1 1
DNVNA VIVL AIV VAVA J3gNNS NVIVHINA NVVIVHITIWAd
§ NVONVHNADNId NVA NVHYTODNHd NV.LVIONINId ‘NVNNONVINId 1
ISHIAS ISHHIS ISMHS
VANV V.IdID [V VAVA dHFNNS NVYNNDVAVANId NYIVP NVVAVHITINEL
1 NVA NVONNANITIId NV.IVIDONINA ‘NYNNONVENHEd -
ISHAS ISMES ISMUS
| | 1 . |
DNVNY VLVL NVA VALV VI4ID AV VAVA dddNNS NVVYTOTHONH VOUAVIN VNI TYNOISDNNA
NV.LVEV( MOdINOTHEM
DNVAId DNVAId DONVAId
1 1 1
NVIVMVDALIM NVA WNAN NYDNVNIEA NVVNVONHAHd
NVIDVd dNS NVIDVH NS NVIDOVE NS
| 1 ]
1
LYV LAAMAS
SVNIA VIVddM
Vv : dadLL
OTVILNOYOD NALVANEVH DNVNE NVV.LVNEd NVA WANN NVVMIENEd SYNIA HVA3AaVAd LVIDNVEId NVHALNHENAd © ODNV.LNEL
¢ TIVHDOHNVL
HOWON

)

OTV.LNOYOYD ILVdNE NVANLVIAd

¢ NVAIJINVT




